
Menlmbang : a. bahwa keluhan masyarakat yang disampaikan dalsm bentuk

pengaduan masyarakat perlu mendapatkan pengelolaan yang
baik, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dalam rangka mempercepat pengelolaan pengaduan
masyarakat dan unluk menindaklanjutiPeraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per{05jM.PAN/4/2009
tsntang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Bagi Instansi Pemerintah, maka perlu membuat petunjuk

pelaksanaanpengelolaan pengaduanmasyarakatyang ditetapkan
dangan PeraturanMenteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 01
Ungkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Nagara dan
RaformasiBirokrasi;

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBL.IK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
01 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 64 TAHUN 2011

MENTERI
PENDAYAGliNAAN APARATt:R NtGARA

DAS ItEFORMASI BIROKRASI
REJ>UBUK INDONESIA

PERATtJRAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang·Undang Nomor

8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor lOS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4548);

1. Undang·Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang·Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Nagara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

2. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Nagara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotlsme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Aepubllk Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang·Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pamberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang­

Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150);

Mengingat



10. Peraturan Pemarintah Nomor 71 Tahun 2000 tantang Tata Cara

Palaksanaan Peran sena : Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pancegahan dan Pemberanlasan Tlndak

Pidana Korupsi (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3995);

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Rapubllk Indonesia (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Nagara Republlk

Indonesia Nomor 4899);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 lenlang Pelayanan Publlk

(Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor S038):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tenlang Tata Cara

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

Nagara (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

129. Tambahan Lambaran Nagara Republik Indonesia Nomor

3866):

5. Undanq-Undanq Nomor 13 Tahun 2006 tantang Perlindungan

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Aepublik Indonesia

Nomor 4635);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tantang Kelerbukaan

Informasi Publik (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tenlang Pembinaan

Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

12. Peraturan Pemerintah Nomar 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinlahan

Oaerah (Lembaran Negara Aepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lsmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593);

13. Peraturan Pemerinlah Nomar 53 Tahun 2010 lenlang Disiplln
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
IndonesiaNomar5135);

14. Peraluran Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugasdan FungsiKementerianNegaraserta SusunanOrganisast,

Tugasdan FuogsiEselon I KemenleriaoNegara;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparalur Negara
Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum
PengelalaanPengaduanMasyarakalBagi InstansiPemerintah;



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2011

Peraturan Menteri ini mulai ber1akupada tanggal ditetapkan ..

Pasal3

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan bagi pejabat di unit

kerja yang menangani pengaduan masyarakat di lingkungan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi;

Pasal2

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengadl,lan Masyarakat di

lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran peraturan menteri ini;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PENOAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGAOUAN
MASYARAKAT 01 LlNGKUNGAN KEMENTERIAN
PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

Menetapkan

·.



Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025, menetapkan bahwa penuntasan
penanggulanganpenyalahgunaankewenanganaparatur nagara dicapai antara lain
dengan peningkatanintensitasdan efektivitas pengawasanaparatur negara melalui

pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
Pengawasanyang dilakukanoleh masyarakatterhadappenyelenggaranegara pads
dasarnya merupakan kontrol soslal yang berfungsi sangat penting untuk
mewujudkanpemerintahyang berslh dan bebasdari korupsi,kolusi dan nepotisme.
Salah satu bentuk pengawasanmasyarakat yang penu ditangani/dikelola secara
efektif danefislen adatahpengawasandalambenluk pengaduanmasyarakat.

Agar pengaduan masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai kontrol soslsl
dalam penyelenggaraanpemerintahmaka pengaduan masyarakat perlu dilangani
secaracepat, tepat, elektil, eflslen,dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan
Masyarakat 8agi Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap instansi
pemerintahpusat dan daerahmenyusunperaturandi lingkungan instansinya untuk

menanganipengaduanmasyarakatsesuai dengan karakteristikyang terdapat pada
masing-masing instansl pemerintah tersebut. Karakteristik utama pengelolaan
pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Nagaradan Reformasi Blrokraslyang perlu diperhatikanadalah berupa pengaduan
masyarakatyang dikelola oleh Deputl Pengawasandan AkuntabilitasAparatur dan
oleh unit ke~a lainnya. Untuk itu, KementerianPendayagunaanAparatur Negara

A. LATAR BELAKANG

BABI

PENDAHULUAN

LAMPIRAIf

PERATURAN MENTERI PENDAVAGUNAAN
A.PARATUR NEQARA OAII REFORMASI e;1I0KRASI
NOMOR TAHUN TENIANG PETUNJUK
PELAKSANAN PEI'fGELOLAAN PENGADI.IAN
MASYARAKAT 01 llNGKUNGAN KEMENTEIlIAN
PENPAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI elROKRASI



a. mewujudkan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien,
serta menghindari te~adjnya duplikasi dalam penanganan pangaduan

masyaralkal;

Tujuan disusunnya Petunjuk Pelal<sanaanPengelolaanPengaduanMasyarakat
in! adalah untuk:

2. Tuluan

sebagai:
B. panduan bagi seluruh unit karja di lingkunganKementerianPendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pengelolaan pengaduan
masyarakat;

b. panduan dalam melakukan koordinasi antar unit ksrja di lingkungan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dalam pengelolaanpengaduanmasyarakat.

1. Maksud

B. MAKSUD DAN TUJUAN

dan Relormasi Birokrasi sebagai satan satu instansi pemerintah pertu menyusun

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakel di lingkungan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan
adanya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan proses pengelolaan pengaduan

masyarakat di lingkungan Kemenlerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
ReformasiBirokrasidapal terkoordinasiclanganefektif danefislen.

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di maksudkanPetunjuk Pelal<sanaan



4. Pengaduan tidak berkadar pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang
barls! informasi barupa sumbang saran, kritik konstruklif, permintaan

3. Pengaduan berl<adar pengawasan adalah pengaduan yang berisi informasi
adanya. iodikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang
yang dilakukan oleh aparatur, sehingga mengakibatkankerugian masyarakal/
negara;

2. Pengaduanmasyarakatadalah bentukpenerapandari pengawasanmasyarakat
yang disampalkan oIeh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa
sumbangan plkiran, saran, gagasan, atau keluhan/ pengaduan yang bersitat
membangun;

1. Pengawasanmasyarakat adalah pengawasanyang dilakukan oleh masyarakat
terhadappenyelenggaraanpemerinlahan;

DalamPeraturan101, yang dimaksuddengan:

O. PENGERTIAN DAN ISTILAH

2. Pengelolaan pengaduan masyarakat oleh unit kerja lain di lingkungan
KementerianPendayagunaanAparaturNegaradan ReformasiBirokrasi.

1. Pengelolaanpengaduanmasyarakatoleh Deputi Pengawasandan AkuntabiUtas

Aparatur di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
ReformasiBirokrasi.

C. RUANG LlNGKUP

b. mewujudkan koordinasi pengelolaan pengaduan masyarakat antara Deputi

Peogaw8san dan Akuntabilitas Aparatur dengan unit kerja lain di lingkungan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



1. Kepastian Hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang­
undangandalarnmenanganipengaduanmasyarakat;

Azas-azas pengelolaanpengaduanmasyarakatdilaksanakanberdasarkanatas
prinsip:

E. AZAS-AZAS PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

9. Etika Pengelola PengaduanMasyarakat adalah aturan perilaku yang mengatur
tentang sikap. tlndakan. dan ucapan. yang harus djpedomani oleh aparatur
yang menanqani pengaduanmasyarakat.

8. Klarjfjkasi adalah proses penjernihanmasaJahatau kegiatan yang memberikan
penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada propersi yang
sebenarnyakepadasumberpengaduandan instansi terkait;

7. Konllrmasi adaJahproses keglatan untuk mendapatkan penegasan menganal
keberadaan tenapor yang teridentifikasl, baik barsltat perorangan. kelompok
maupun instituslonal. apabila memungkinkan termasuk masalah yang
dllaporkanl diadukan;

6. Tindak lanjut adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka

penyelesa;an pengelolaan pengaduan masyarakat yang meliputi proses
klariflkasi,konfirmasi.penelitian,dan pemeriksaan;

5. Pengelolaan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi
penerimaan. pencatatan, penelaahan, penyaluran. konfirmasi, klarifikasi,
penelitian,pemeriksaan,pelaporan,tindak lanjut,dan pengarsipan;

sumbangan. dan lain sebagainya. sehingga bermanfaat bagi perbaikan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;



1. Obyektil, tidak bersifat fitnah;

2. Bersifatkonstruktit

Kriteriapengaduanmasyarakatyang dilangani:

F. KRITERIA PENGADUAN MASYARAKAT

8. Kerahasiaan, yaitu melindungi dan menjaga kerahasiaan sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undanqan, kecuali bila ada hak atau kewajiban

professional atau hukum untuk mengungkapkan.

7. Proporsionalitas, yaitu mengutamakan kepentingan petaksanaan tugas dan

kewenangan dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah

lainnya secara seimbang;

6. Obyektivitas, yaltu berdasarkan fakta dan data alau buktl yang jslas dan valid

taopa dipengaruhi prasangka, inlerpretasi, kepentingan pribadi, golongan,

alaupun kepentingan pihak lertentu;

5. Akunlabllitas, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,

baik proses maupun tindak Janjulnya;

4. Efektivltas dan efisiensi, yaitu dilaksanakan secara tepat sasaran, akurat, valid,

hemat lenaga, waktu, dan biaya;

3. Koordinasi, yailu dilaksanakan dengan kerja sarna yang baik anlar pejabat

terkail;

2. Transparansi, yallu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat

dalam meiexsanakan hak·haknya untuk memperoleh informasi yang obyektit dan

tidak dlskriminatit terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat berdasarkan

mekanlsme dan prosedur yang jelas;



Setlappengelolapengaduanmasyarakatharus:

1. Memberipelayanandenganpenuhhormat. santun.dan tanpa pamrih;
2. Memberi pelayanan secara cepat, tepat, terbuka. dan adit sena tidak

diskriminatif;

3. Menjaga kerahasiaan identltas pelapor sesuai dengan peraturan perundang­
undangan;

4. Memberi penjelasan secara proporsional tentang perkembangan proses
pengaduanmasyarakatyang ditangani;

5. Menjunjungtinggi asas pradugatidak bersalah;
6. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan sesama pengelola pengaduan

masyarakat.

G. ETIKA PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT

6. Selumpernahdiprosesunluk disalurkan,

5. Ditujukanatau ditembuskankepada KementerianPANdan ReformasiBirokrasi;

4. Sumbangsaran terhadappenyelenggaraanpemerintahan;

3. Mengioformasikan adanya indikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan.

penyelewengan, penyalahgunaanwewenang. kesalahan yang dilakukan oren
aparatur:



1. Penelahaan terhadap pengaduan masyarakal yang diterima dilakukan untuk

mangidentifikasipermasalahan, merumuskantindak lanJU1penanganannya,dan
menentukan kelompok masalah berdasarkanjenis penyimpangannya dengan
kcoe masalah;
01. penyalahgunaan wewenang;
02. pelayananmasyarakat;
03. korupsl/pungli;

B. PENELAHAAN

2. Proses pencatatan terhadap surat pengaduanmasyaral<atyang dlterima oleh
unit karja lain di lingkunganKemantarianPendayagunaanAparatur Negara dan
Aeformasi Birokrasi dilaksanakan sesuai dengan tata cara penatausahaan
persuratan yang berlaku di lingkungan KementarianPendayagunaanAparatur
Negaradan RaformasiBirokrasi.

1. Proses pencatatan surat pengaduan masyarakat yang diterima oleh Deputi

Pengawasan dan Akuntabllitas Aparatur di Ilngkungan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl Blrokrasl dllaksanakan sesual

dengan Peraturan Menterl Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.

Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Padoman Umum Penanganan Pengaduan

Masyarakat Bag; Inslansl Pemerinlah;

A. PENCATATAN

Dokumen pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditatausahakan dengan cara dicatat dan

ditelaah sebagai berikut:

BAB II

PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENGADUAN MASVARAKAT



5. Bagi unit kerja lain eli lingl<ungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Blrokrasi. hasil penelaahan tersebut menjadi bahan

pertimbangan untuk ditlndaldanjuti sesuai dengan kewenangannya,

3. Bagi Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Apararur, hasil penelahaan tersebut

menjadi bahan per1imbangan untuk disalurkan atau didokumenlasikan;

4, Bagi lnspektorat Kemenlerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Biroi<rasi, hasil penelaahan tersebut menjadi bahan pernmbangal unluk

ditindaldanjull atau didokumenlasikan;

2. langkah-Iangkah penelaahan terhadap pengaduan masyarakat adalah:

a, mempelaJari inti masalan:

b. menallti dokumen dan/atau in!ormasi yang sudah pemah ada sebelumnya

dalam kaitannya dengan materi pengaduan masyarakat yang baru

diterima;

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan

substansi masaJah.

•

04. kepegawaian/ketenagakerjaan;
OS, pertahanan/perumahan;

06. hukum/peradHan dan HAM;

07, kewaspadaan nasional;

08. tatalaksanalregulasi;

09. lingkungan hidup: dan

10. omum.



1) Apablla substansl pengaduan berupa sumbang saran alau kritik
konslruktil yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraaan
pemerintahandan pelayananpublik, maka sural pengaduan masyarakal
disalurkan kepada pimpinan instansi yang berwenang sebagal bahan
informasi;

b. Pengaduan TIdak Berkadar Pengawasan

3) Apabila substansi pengaduan tidak islas, maka sural pengaduan
masyarakattidak perlu disalurkan.

2) Apabila pengaduan masyarakal dinilai panting dan strategis serta
berdampaknasional, maka KemenlerianPAN dan RS dapat membentuk
TimGabunganyang lerdiri dari unsur instansipemerinlahterkait

a. Pengaduan Berkadar Pengawasan

1. Bagl Oeputl Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

A. PENYALURAN SURAT PENGADUAN MASYARAKAT

BAB III

MEKANISME PENYALURAN SURAT PENGADUAN MASVARAKAT OA~

PELAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

1) Apabita substansi pengaduan jelas. maka sural pengaduan masyarakat

harus disalurkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Instansi terlapor yang barwenang menangani pengaduan sesuai

substansinya dengan tembusan kepada instansi pemerintah lerkait;



2) Apabila pengaduan masyarakat terkait dengan penyimpangan yang

dilakukan oleh aparat di luar Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Nagara dan Reformasi BiToi<rasi,maka surat pengaduan masyarakat

disalurkan kepada APIP instansl terkait yang berwenang dengan

1) Apabila pengaduan masyarakat terkalt dengan penyimpangan yang
dilakukanoleh aparat KementerianPendayagunaanAparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, maka surat pengaduan masyarakat disalurkan

kepada Inspektoratdengan tembusan kepada Deputi Pengawasan dan
AkuntabilitasAparatur di Kementerian PendayagunaanAparatur Negara
dan RetormasiBirokrasi;

a. PengaduanBerkadar Pengawasan

3. Bagl Unit Kerla Lain dl IIngkungan Kementerlan Pendayagunaan Aparatur
Negara dan ReformaslSirokrasl

Apabila substansipengaduanberupasumbangsaran atau kritik konstruktif yang
bermanfaat bagi perbaikan terhadap kebijakan pemerintah di bidang
pendayagunaanaparaturnegaradan reformasiblrokrasi,maka surat pengaduan

disalurkan kepada pimpinan unit keTia lain sesuai dengan substansinya di
lingkungan K'emenlerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sebagaibahanin'ormas'.

2. Bagl Inspektorat Kementerlan Pendayagunaan Aparatur Negars dan
ReformaslBlrokrasl

2) Apabila substansi pengaduan tidak logls maka sural pengaduan

masyarakat tidak perlu diproses lebih laojut, pengaduan
didokumentasikan.



1. Laporanhasil tindak lanjut pengaduanmasyarakatyang dilakukanoleh APIP
terkalt yang dlterima oleh Deputi Pengawasandan AkuntabilitasAparatur di

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
dlproses lebih lanjut dengancara:
a. menelaah hasil t!ndak lanjut pengaduan masyarakat untuk mempero!eh

informasistatus penyelesaianataspermasalahanyangdiadukan;

B. PELAPORANHASIL TlNDAK LANJUT PENGADUANMASYARAKAT

2) Apabila substanst pengaduan berupa sumbang saran atau kritik

konstruktif yang bermanfaal bagi perbaikan terhadap kebijakan Instansi

pemerintah dl luar Kementerian Pendayagunaan Aparalur Negara dan

Reformasi Birokrasi, maka surat pengaduan disalurkan kepada pimpinan

Instansi pemerintah terkalt sebagai bahan i!lformasi dengan tembusan

kepada Depull Pengawasan dan Akuntabilltas Aparatur di Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Retormasi Birokrasi.

1) Apabila subslansi pengaduan berupa sumbang saran ateu krilik

konslruklif yang bermanfaat bagi perbaikan terhadap kebijakan instansl

pemerinlah di bidang pendayagunaan aparalur negsrs dan retormasl

birokrasi, maka surat pengaduan menjadi oanao pertimbangan bagi

perbaikan kebijakan; .

b. Pengaduan T1dak Berkadar Pengawasan

tembusan kepada Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparalur di

Kementerian Pendayagunaan Aparalur Negara dan Aeformasi Birokrasi.



3. Hasil tindak lanJutpengaduanmasyarakatyang dilakukan oleh unit kerja lain
dilaporkan kepadaMenteri PendayagunaanAparatur Negara dan Relormasi

Birokrasl dengan lembusan kepada Oepuli Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur dl Kemenlerian PendayagunaanAparatur Negara dan Retorrnasi
Birokrasi.

2. Hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Inspektorat
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Nagara dan Aeformasi Birokrasi,

segera dilaporkan kepada Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Deputi Pengawasan dan

AkuntabilitasAparatur di KementerianPendayagunaanAparatur Negara dan
ReformasiBirokrasi.

b. menyampaikanhasil tindak lanjut pengaduanmasyarakatkepada pelapor
yang identitasnyajelas.

•
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Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan para pejabat yang

bertugas menangani pengaduan masyarakat di masinq-maslnq unit ke~a di

lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dapat meningkatkan koordinasi daJam menangani pengaduan masyarakat. Hasil

akhir yang diharapkan adalah terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat di

lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

yang efektif, efislen, dan akuntabel.

Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di

Ungkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

merupakan bagian dari upaya mewujudkan perubahan kebijakan di bidang

pengawasan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi internal Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu wujud

reformasi birokrasi di bidang pengawasan adalah memperbaiki dan mengefektifkan

sistem pengendaJian intern, pengawasan fungsionaJ, dan pengawasan masyarakat.

Pengawasan masyarakat berupa pengaduan masyarakat yang ditangani secara

efektif dan efisien diharapkan dapat menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat

dalam membangun kontrol sosiaJ dan memperbaiki citra aparatur pemerintah yang

beretika, bermoral, profeslonaJ, transparan, serta akuntabel.
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